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ABSTRAKSI 

 

Nama  : Karina Yushaidar 

NIM  : 202010110311050 

Judul  : “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Badan Pertanahan 

Nasional Terhadap Penerbitan Sertifikat Tanah Ganda” 

Pembimbing : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. 

Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. 

 

Penelitian dilakukan untuk (1) mengetahui akibat hukum dan dampak yuridis yang 

ditimbulkan atas terbitnya dua sertifikat hak atas tanah, (2) mengetahui pengaturan 

pertanggungjawaban atas terbitnya lebih dari satu sertifikat hak atas tanah oleh 

Badan Pertanahan Nasional. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis 

normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat 

formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan 

literatur-literatur teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi 

pembahasan yang bersifat konseptual. Penelitian menghasilkan (1) akibat hukum 

yang timbul dari keberadaan sertifikat ganda hak atas tanah adalah ketidakpastian 

hukum, menimbulkan kerugian besar bagi kedua pihak, menurunkan tingkat 

kepercayaan Masyarakat, dan terjadinya pembatalan salah satu sertifikat 

berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum 

tetap, (2) Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggungjawab secara mutlak baik 

dalam bentuk pertanggungjawaban personal maupun institusi. Secara personal, 

maka Kepala Kantor Pertanahan sebagai pemangku jabatan dikenakan sanksi 

administratif dari ringan, sedang, hingga berat. Secara institusi, BPN berkewajiban 

untuk memfasilitasi proses mediasi serta bertanggungjawab secara hukum yakni 

menghadapi gugatan para pihak di pengadilan dan membatalkan salah satu 

sertifikat yang secara hukum diragukan keabsahannya. 

 

Kata Kunci  : Sertifikat Ganda, Pertanggungjawaban, Badan Pertanahan 

Nasional 
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ABSTRACT 

 

Name  : Karina Yushaidar 

NIM  : 202010110311050 

Title : "Judicial Analysis of the Responsibility of the National Land 

Agency for the Issuance of Multiple Land Certificates" 

Supervisor : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Sc. 

Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. 

 

The research was conducted to (1) determine the legal consequences and juridical 

impacts resulting from the issuance of two land title certificates, (2) determine the 

regulation of accountability for the issuance of more than one land title certificate 

by the Agency. National Land Affairs. This type of research uses normative juridical 

methods and is carried out by examining various kinds of formal legal rules such 

as laws, government regulations, ministerial regulations and theoretical literature 

which is connected to the problems being discussed which are conceptual in nature. 

The research resulted in (1) the legal consequences arising from the existence of 

multiple certificates of land rights, namely legal uncertainty, causing major losses 

for both parties, reducing the level of public trust, and the cancellation of one of 

the certificates based on the Decision of the State Administrative Court which has 

permanent legal force, (2) The National Land Agency (BPN) is absolutely 

responsible both in the form of personal and institutional accountability. 

Personally, the Head of the Land Office as the holder of the position is subject to 

administrative sanctions ranging from light, moderate to heavy. As an institution, 

BPN is obliged to facilitate the mediation process and is legally responsible, namely 

facing the parties' lawsuits in court and canceling any certificates whose validity is 

legally doubtful. 

 

Keywords: Dual Certificate, Accountability, National Land Agency 
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